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Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, dalam rapat senat terbuka luar 

biasa Universitas Tadulako. Shalawat dan taslim selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya 

hingga akhir zaman. 

 Merupakan satu kebanggaan bagi saya dan keluarga serta civitas akadaemik Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, pada hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato 

pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako dihadapan Ketua, Anggota Senat dan para 

undangan yang saya muliakan. 

Suatu kehormatan serta tanggung jawab yang demikian besar atas penganugrahan 

jabatan Guru Besar yang disematkan kepada saya yang harus diemban guna kemajuan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu Ekonomi Pembangunan. Untuk itu, dengan segala 

kerendahan hati izinkan saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah di forum terhormat ini, 

dengan tema: Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 

di Sulawesi Tengah. 



Hadirin yang saya muliakan 

 

Pembangunan harus dipahami sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara 

sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang lebih baik. Transformasi dalam 

struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi 

yang  cepat  di  berbagai sektor ekonomi dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap 

pendapatan nasional maupun daerah semakin besar. 

Todaro (2011:27), mengemukakan pembangunan harus memiliki tujuan yang satu 

sama lain saling terkait, yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar, 

seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota 

masyarakat. 

2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara 

material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian. Aspek ini 

meliputi peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya 

serta nilai kemanusiaan. 

Dari berbagai publikasi resmi, bahwa pemerintah mengklaim telah berhasil dalam 

penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan dimaksud indikatornya, yaitu pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, penurunan jumlah penduduk miskin dan  meningkatnya penyerapan  

tenaga  kerja.  Keberhasilan yang dicapai pemerintah tersebut apakah telah memberikan 

dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, hal ini akan kita lihat 

pada data-data yang disajikan oleh BPS. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir kinerja pembangunan 

ekonomi di daerah Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan tertinggi kedua setelah Propinsi Papua Barat 

dengan pertumbuhan 9,08 persen pada tahun 2024. Pada sisi yang lain, jumlah masyarakat 

miskin di Sulawesi Tengah tahun 2024 mencapai 379.760 jiwa dengan tingkat kemiskinan 

ekstrim mencapai 1,27 persen (BPS. 2024). Tentunya menjadi pertanyaan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi apakah dinikmati oleh maasyarakat atau tidak. 

Berdasarkan fakta tersebut, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seperti dikatakan berbagai pakar, bahwa meskipun 

kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan yang tepat dan dan 



terjadinya modernisasi ekonomi, namun ternyata masalah-masalah kemiskinan dan 

ketertinggalan yang sangat besar tidak dapat diatasi hanya  dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. Meskipun tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kemiskinan tetap 

menjadi masalah yang sangat besar (Midgley dan Conley, 2010). Lebih lanjut dikemukakan 

Van Roy, F (1997), bahwa pembangunan tidaklah sesederhana persoalan pertumbuhan, tapi 

merupakan perwujudan keseluruhan faktor-faktor sosial ekonomi yang kompleks. Jika 

pembangunan akan mencapai tujuan dan berkelanjutan, faktor-faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Indikator Hasil Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah pada 

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif 

yakni pada tahun 2019 LPE sebesar 8,83 persen menurun menjadi 4,86 persen pada 

tahun 2020, pada tahun 2021 LPE meningkat menjadi 11,70 persen, dan kembali 

meningkat menjadi 15,17 persen pada tahun 2022, serta pada tahun 2023 LPE sedikit 

mengalami perlambatan hingga menjadi 11,91 persen sebagai konsekuensi 

melemahnya perdagangan dunia. Pada tahun 2024 LPE Provinsi Sulawesi Tengah 

tinggal sebesar 9,08 persen (BPS, 2025). Dari indikator pertumbuhan ekonomi dapat 

dikatakan bahwa kondisi perekonomian daerah ini mengalami perlambatan selama tiga 

tahun terkahir, walaupun di Tingkat nasional masih menujukkan angka laju 

pertumbuhan yang sangat tinggi dibanding Provinsi lainnya. 

Menarik untuk dicermati bahwa pertumbuhan yang dicapai tersebut jika 

ditinjau dari aspek laju pertumbuhan ekonomi antar daerah kabupaten dan kota di 

Sulawesi Tengah, menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, dimana terdapat 

daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi yaitu Kabupaten Morowali dan 

Morowali Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 20 persen pada 

atahun 2023 sedangkan daerah lainnya kurang dari 5 persen (BPS, 2024). Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa Pembangunan daerah di wilayah ini terjadi ketimpangan yang 

jika tidak segera dicarikan solusinya akan berdampak buruk bagi Pembangunan 

ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah. 

Berikut Gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat bahwa dua daerah yang sangat 

tinggi laju pertumbuhannya yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali 

Utara serta dua kabupaten yang laju pertumbuhannya sangat rendah, yaitu Kabupaten 



Banggai dan Kabupaten Banggai. 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 

 
 

No. 

 
Kabupaten/Kota 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022* 

 
2023** 

1 Kabupaten Banggai Kepulauan 4,02   -2,36 5,07 4,94 3,94 

2 Kabupaten Banggai 5,94 -4,80 1,75 6,90 2,40 

3 Kabupaten Morowali 20,26 28,74 25,28 28,4 20,34 

4 Kabupaten Poso 6,20 -3,94 4,86 3,64 3,82 

5 Kabupaten Donggala 4,45 -4,26 4,64 3,86 4,68 

6 Kabupaten Tolitoli 4,79 -3,39 4,36 3,64 3,52 

7 Kabupaten Buol 2,14 -2,89 4,88 3,66 3,59 

8 Kabupaten Parigi Moutong 2,21 -4,95 4,67 3,71 3,50 

9 Kabupaten Tojo Una-Una 4,74 -3,17 4,25 3,46 3,34 

10 Kabupaten Sigi 3,64 -1,50 5,66 3,33 3,37 

11 Kabupaten Banggai Laut 3,50 -3,97 4,37 4,09 3,77 

12 Kabupaten Morowali Utara 5,18 -0,23 10,56 36,37 23,04 

13 Kota Palu 5,65 -4,43 5,97 4,32 4,96 

Sumber: BPS, 2024 

 

Indikator keberhasilan Pembangunan yang juga perlu mendapat perhatian 

adalah jumlah penduduk miskin suatu daerah. Sejauh mana keberhasilan Pembangunan 

suatu daerah, satu diantaranya ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk 

miskin derah tersebut. 

 

Tabel 2. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 

 

 

 

NAMA 

Jml Penduduk 

Miskin 

(dalam ribuan) 

Persentase  

Penduduk Miskin 

(P0) 

Indeks 

 Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

Indeks  

Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

Garis emiskinan 

(Rp/Kap/Bulan) 

Banggai 

Kepulauan 

14,86 12,32 1,26 0,22 453.552 

Banggai 26,21 6,56 0,86 0,17 515.334 

Morowali 14,99 11,55 1,79 0,43 590.027 

Poso 39,63 14,23 1,97 0,45 620.267 

Donggala 47,68 15,30 3,00 0,75 438.396 

Toli-Toli 30,39 12,45 1,73 0,42 441.975 

Buol 23,05 13,08 2,20 0,47 477.640 

Parigi Moutong 74,57 14,20 3,36 1,08 553.012 

Tojo Una-Una 26,12 16,36 2,04 0,40 622.000 

Sigi 29,80 12,06 2,52 0,70 463.011 

Banggai Laut 11,16 13,78 1,76 0,35 443.877 



Morowali Utara 16,74 11,95 1,89 0,39 594.137 

Kota Palu 24,57 5,94 0,65 0,09 658.112 

Sulawesi Tengah 379,76 11,77 2,10 0,53 600.872 

Sumber: BPS, 2024 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencapai 

3.086.700 jiwa (BPS, 2024). Dari jumlah penduduk tersebut, yang masuk dalam 

kategori penduduk miskin sebanyak 379.760 jiwa atau sebanyak 11,77 persen dari total 

penduduk daerah ini, jumlah yang menunjukkan penduduk miskin yang tinggi. Jumlah 

penduduk miskin terbesar di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Parigi Moutong 

dan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una. 

Tabel 2 tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 

2024. 

Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Sulawesi Tengah, khususnya bagi 

pemimpin yang terpilih melalui pesta demokrasi yang baru selesai pada tahun 2024 ini 

untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini, yang mana pada tahun 2025 

diprediksi kondisi kehidupan masyarakat khususnya di daerah Sulawesi Tengah 

dengan adanya kebijakan baru perpajakan seperti adanya PPn 12 persen serta 

pengenaan opsen pajak bagi kendaraan bermotor oleh daerah yang tentunya semakin 

memberatkan beban ekonomi rumah tangga terlebih bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

Menarik untuk dicermati mengenai kondisi kemiskinan di daerah Sulawesi 

Tengah pada dua tahun terakhir (2023 – 2024). Pada tabel 3, terlihat bahwa persentase 

kemiskinan ekstrim Masyarakat Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 1,44 

persen menjadi 1,27 persen dari total penduduk miskin yang mencapai jumlah 379.760 

jiwa. Hal ini tentu sebuah prestasi yang perlu diapresiasi dan patut untuk tetap 

dipertahankan agar semakin kecil jumlahnya bahkan jika memungkinkan ditekan 

hingga menjadi 0 persen. 

Keberhasilan Pembangunan di daerah yang ditandai dengan laju pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak menjamin jumlah Masyarakat miskin/miskin ekstrim 

menjadi berkurang. Hal ini dapat dilihat pada daerah Kabupaten Morowali yang 

pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, mencapai 20,34 persen tapi jumlah 

masyarakat yang miskin ekstrim juga mengalami peningkatan dari 0,73 persen menjadi 

1,23 persen. Demikian pula untuk daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Buol 

dan Kabupaten Tolitoli, bahkan untuk Kabupaten Banggai yang pada tahun 2023 



persentase miskin ekstrimnya 0 persen pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,15 

persen, pertanyaanya mengapa hal tersebut terjadi? Adakah kebijakan Pembangunan 

yang diterapkan di daerah ini keliru sehingga dampak dari keberhasilan Pembangunan 

ekonomi belum berdampak secara nyata bagi kehidupan masyarakatnya, khususnya 

bagi daerah kabupaten yang persentase masyarakat miskinnya justru mengalami 

peningkatan. 

 

Tabel 3. Kemiskinan Ekstrim Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 

 

 

No 
Nama Daerah 

 
Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%) 

2023 2024 

1 Provinsi Sulawesi 
Tengah 

1,44 1,27 

2 Banggai Kepulauan 1,87 1,41 

3 Banggai 0,00 1,15 

4 Morowali 0,73 1,23 

5 Poso 1,80 1,33 

6 Donggala 1,94 1,39 

7 Toli-Toli 1,14 1,26 

8 Buol 0,52 1,66 

9 Parigi Moutong 2,41 1,32 

10 Tojo Una-Una 1,31 2,16 

11 Sigi 2,07 1,83 

12 Banggai Laut 1,67 1,12 

13 Morowali Utara 3,38 1,28 

14 Kota Palu 0,58 0,36 

Sumber: BPS, 2024 

 

Faktor lain yang juga dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan  

suatu daerah adalah angka/rasio beban ketergantun. Pada tahun 2024 rasio 

ketergantungan (dependency ratio) Sulawesi Tengah berada pada angka 40,40 persen. 

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk 

usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung 

sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan 

jumlah penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100. Semakin tinggi persentase rasio 

ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung 

penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum 



produktif dan tidak produktif lagi.  

Hal ini menunjukkan bahwa beban bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan 

atau usia produktif masih cukup tinggi dengan angka lebih dari 40 persen, menjadi 

tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan lapangan kerja yang 

ramah pada masyarakat lansia (64 tahun keatas) yang masih produktif untuk 

melakukan tindakan ekonomi guna menambah penghasilan keluarga sehingga beban 

ketergantungan tersebut dapat diturunkan  

Angka pengangguran di Sulawesi Tengah relatif rendah (2,95 persen) pada 

tahun 2023 jika dibandingkan dengan angka pengangguran nasional yang mencapai 

5,32 persen pada tahun yang sama, namun beberapa daerah kabupaten di Sulawesi 

Tengah angka penganggurannya justru mengalami peningkatan seperti Kabupaten 

Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Kabupaten Parigi Moutong. 

 

Kebijakan Pemerintah 

Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka 

menurunkan angka kemsikinan melalui program-program prioritas pengentasan 

kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang 

meliputi: 

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;  

2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

 

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah bersama instansi terkait yang termasuk 

dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis 

melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan 

optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain 

melalui strategi 4K yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, 

Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. 

 

1. Strategi Keterjangkauan Harga dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja 

pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi harga. 

2. Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan 

makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada 



pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi 

strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam 

komoditas penyumbang inflasi; 

3. Kelancaran Distribusi dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar 

daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan digitalisasi 

pasar tradisional menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani 

sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi; 

4. Strategi komunikasi efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. 

Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga 

di pasar. 

 

Penutup 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, pandangan yang dikemukakan 

oleh Friedrich List sejalan dengan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah 

guna menigkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mengembangkan dua 

sektor ekonomi utama yakni sektor pertanian dan insdustri, yang mana sektor pertanian 

diperlukan sebagai pemasok bahan pangan bagi Masyarakat, tetapi tidak bisa diandalkan 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Yang mampu membawa perekonomian pada tingkat 

yang lebih tinggi adalah sektor industry. Oleh karena itu industrialisasi merupakan Langkah 

awal untuk membawa perekonomian daerah kearah yang lebih maju (Arsjad: 60). 

Sejalan denga napa yang dikemukakan oleh List tersebut, maka kebijakan pemerintah 

daerah Sulawesi Tengah sudah sangat tepat dengan mengembangkan industri manufaktur di 

daerah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah (ini sudah terbukti), namun juga tetap mengembangkan sektor pertanian yang 

merupakan sektor yang menjadi tumpuan kehidupan mayoritas Masyarakat Sulawesi Tengah, 

dengan brbagai macam kebijakan guna meningkatkan produktifitas di bidang pertanian serta 

mengembangkan Kawasan Pangan Nusantara sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional 

serta kebutuhan pangan daerah Sulawesi Tengah. 

Kebijakan pemerintah yang pada tahun 2025 akan menyetop impor bahan pangan, 

menjadi cambuk bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan 

produksi pangan guna mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri yang ada di 

daerah ini. 



Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah intervensi pemerintah/pemerintah 

daerah dalam bidang ekonomi dalam bentuk keterlibatan aktif guna menghilangkan berbagai 

macam distorsi dalam masyarakat sebagai dampak kurangnya keberpihakan yang selama ini 

dirasakan. Dimana pemerintah lebih cendrung berpihak kepada pihak swasta nasional dan 

daerah serta mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat kecil dan kelompok ekonomi lemah. 

Kebijakan tersebut dapat berupa kehadiran pemerintah/pemerintah daerah dalam 

berbagai bentuk, seperti kemudahan akses permodalan, subsidi terhadap harga-hraga faktor 

produksi pertanian seperti pupuk, benih, pestisida ataupun alat-alat pertanian, pembebasan 

pajak produksi pertanian serta membangun sarana prasarana penunjang produksi sektor 

pertanian. 

Untuk usaha kecil menengah, dapat dilakukan berbagai macam kebijakan dalam 

bentuk bantuan pemasaran hasil produksi hingga menjangkau pasar ekspor maupun bantuan 

permodalan serta kemasan. 

Kinerja sektor industri perlu terus didorong melalui kemudahan berinvestasi bagi para 

pemodal yang berminat untuk menginvestasikan dananya di daerah ini melalui berbagai 

kemudahan dengan melakukan perombakan dalam sistem administrasi yang lebih sederhana 

dan cepat. Administrasi pemerintah yang kurang efisien dengan prosedur yang masih berbelit-

belit dan proses kerja yang lambat menjadi sinyal negatif bagi iklim investasi di daerah yang 

perlu segera ditinggalkan. 

Paradigma baru dalam pelaksanaan Pembangunan daerah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui ; 

1. Pengembangan usaha harus dilakukan sesuai dengan potensi dan kondisi penduduk 

setempat. 

2. Mengembangkan Lembaga-lembaga ekonomi baru guna mendorong produktivitas 

daerah. 

3. Keunggulan kompetitif yang dikembangkan di daerah harus mengacu kepada kualitas 

lingkungan. 

Ketiga faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan 

dalam Tindakan perencanaan serta implementasi kebijakan dalam setiap langkah kebijakan 

pembangunan daerah. 
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